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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Menghilangkan nyawa manusia adalah bentuk dari tindakan pembunuhan. 

Dalam konteks ini pembunuhan tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum 

maupun melawan sebuah hukum. Maka dari itu, kosekuensi dari tindakan 

pembunuhan adalah harus siap untuk bertanggung-jawab atas semua tindakan 

yang telah dijalankannya, seperti halnya dipidanakan. Seorang manusia yang 

mendapat tuntutan pidana sudah dipastikan telah melakukan tindakan yang 

berbahaya serta kurang baik yang berdampak pada kepentingan umum, maka 

pidana adalah salah satu bentuk pertanggung-jawaban seseorang yang terpidana. 

Sanksi yang berupa memberikan nestapa dna juga penderitaan adalah salah satu 

definisi dari hukuman itu sendiri, dimana tindakan hukuman ini nantinya akan 

dibebankan kepada seorang manusia yang telah melakukan tindakan kejahatan 

yang merugikan. Bentuk dari sanksi hukuman ini nantinya akan bervariasi dan 

berbeda karena akan menyesuakian besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan. 

Setiap bentuk tindakan pemberian pidana pastinya memiliki sebuah pertimbangan 

guna bisa mendapatkan keringanan pidana. Ketentuan yuridis bukan hanya 

menjadi satu-satunya dasar untuk hakim ketika memberikan putusan pidana, akan 

tetapi ada dasar-dasar lain yang bisa dijadikan putusan seperti hati nurani. Dalam 

hal ini setiap orang yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan fatal dan 
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merugikan baru bisa dilakukan tindak pidana, yang mana pidana ini adalah 

pertanggung jawaban dasar bagi pelaku yang terpidana.
1
 

Terdapat dua hal dasar penyebab seorang masyarakat bisa dijatuhi hukum 

pidana yaitu pertama adanya unsur sengaja dalam wujud kesalahan atau kealpaan 

yang mana harus dipertanggung-jawabkan kepada si terpidana sebagai bentuk dari 

unsuru yang subjektif. Kedua adanya sebuah bukti tindakan yang sangat 

bertentangan dengan hukum dalam Undang-undang yang sifatnya lebih objektif. 

Sebuah tindakan atau kehendak akan bisa dibilang sebagai tindak pidana pada 

pelaku jika si pelaku mengakui tindakannya dan dipersalahkan serta menghendaki 

setiap akibatanya. 

Maka berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP : “ Tiada dapat dipidana 

barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit 

berubah akalnya”. 

Maka terhadap tersangka FAHRUROZI Bin M. Sayuti patut diduga telah 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHPidana Sub 

pasal 351 ayat (1), (3) KUHPidana dan pasal 44 ayat (3) UU RI nomor 23 tahun 

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Berdasarkan adanya tingkat penyidikan, disini akan dipaparkan 

pemeriksan dari hasil pertimbangan, maka dari itu seperti yang diaturkan di dalam 

perundang-undangan bahwa tidak cukup peristiwa atau bahkan bukti jika tindakan 

tersebut adalah tindakan pidana. Dari sini sangat perlu dikeluarkannya surat 

 

1
Abdoel Djamil, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2013. Halaman 172. 
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perintah dan juga pemberhentian penyidikan berdasarkan hukum yang berlaku 

Untuk : 

1. Menghentikan penyidikan karena sebab sesuai dengan ketentuan undang- 

undang. Penyidikan dihentikan demi hukum dimana tersangka mengalami 

gangguan jiwa berat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran 

(Visum et Repertum Psychiatricum) Nomor : S-061/11/DINKES.SRJ- 

1.1/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas nama tersangka Fahrurozi Bin M. 

Sayuti yang ditanda tangani oleh dr. Susiati, M.Ked, Sp.K.J Selaku dokter 

pemeriksa dan diketahui oleh dr. M. Firmansyah selaku Direktur Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Jambi. 

2. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab 

 

3. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, 21 April 2021.
2
 

 

 
Pasal 338 KUH Pidana 

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka berikut barang bukti 

yang disita maka dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah 

pelaku tindak pembunuhan terhadap korban Ermayati yaitu tersangka Fahrurozi 

Bin M.Sayuti, sehingga dengan demikian unsur ini telah dipenuhi. 

Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, bahwa berdasarkan keterangan 

saksi-saksi, keterangan tersangka Fahrurozi bin M. Sayuti telah dengan sengaja 

melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Ermayati pada hari kamis 

tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB. 

 

Dari data yang ditemukan dilapangan berdasarkan pemeriksaan yang telah 

dilakukan, disimpulkan bahwa korban merupakan seorang perempuan tua yang 

memiliki umur kisaran 64 tahun, dengan kondisi tubuh gizi yang baiki serta warna 

2
Surat Perintah Penghentian Penyidikan No , SP. SIDIK/283.b/IV/RES.1.7/2021 
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kulit yang sawo matang. Sedangkan data dari pemeriksaan luar telah ditemukan 

dugaan kekerasan dari benda tajam yang terdapat di dada kiri bawah korban. 

Tanggal 10 Desember 2020 jam 22:27 WIB pasien masuk RSUD Raden Mattaher 

Jambi dalam keadaan sudah meninggal dunia. 

Diwaktu pemeriksaan berlangsung, didapatkan penemuan akan adanya 

dugaan gangguan jiwa dengan kategori skizofernia, dimana jenis gangguan ini 

tergolong gangguan jiwa berat. Skyzorfenia biasanya ditandai dengan munculnya 

sebuah daya nilai terhadap realitas terganggu. Sebuah tindakan penganiayaan 

dijalankan akibat gangguan jiwa, berdasarkan dari kejadian ini kegiatan 

pembunuhan ini merujuk pada sebuah poin-poin akan ketidak mampuan pelaku 

untuk bertanggung jawab dari apa yang telah dilakukannya, yang mana 

disebabkan dari pengaruh akan gangguan jiwanya. Selain itu, pelaku juga tidak 

memiliki kemampuan untuk melakukan pemahaman terhadap nilai dari resiko 

yang dideritannya, tidak mampu menjelaskan maksut dari yang telah 

dilakukannya secara sadar, serta juga si pelaku tidak dapat mencapai pengarahan 

terhadap perbuatan dan juga kemampuannya. 

dr. Susiati, M.Ked. Sp.K.J Tempat lahir Binjai, tanggal 22 Juli 1975, 

Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dokter PNS 

di RS Jiwa Daerah Prov. Jambi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek 

RSJ JL. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, 

Pendidikan terakhir S-2. Ahli menjelaskan bahwa tersangka Fahrurozi Bin M. 

Sayuti telah menjalani Observasi psikiatrik yang dilakukan sejak tanggal 17 
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Desember 2020 hingga tanggal 30 Desember 2020 dan ahli tidak ada hubungan 

dengan tersangka.
3
 

Tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang yang terjadi pada hari kamis 

tanggal 10 Desember 2020 di jalan Lintas Timur RT 04 Desa Penyengat Olak 

Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya masih dalam 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dan Polres Muaro Jambi yang patut 

diduga dilakukan oleh tersangka FAHRUROZI Bin M. SAYUTI yang 

mengakibatkan kematian korban bernama ERMAYATI yang merupakan ibu 

kandung tersangka. Selain itu tersangka FAHRUROZI Bin M. SAYUTI juga 

menganiaya korban bernama M. SAYUTI yang merupakan ayah tersangka. Maka 

terhadap tersangka FAHRUROZI Bin M.SAYUTI patut diduga telah melanggar 

ketentuan. 

Berdasarkan uraian materi yang telah dipaparkan, maka dapat diuraikan 

dalam judul Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Ibu Oleh Anak 

Kandung Diwilayah Kepolisian Resor Muaro Jambi (LP/B- 

66/XII/2020/Ma.Jambi/SPTKT) 

B. Perumusan Masalah 

 

Dari hasil latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis akan 

memberikan sebuah perumusan masalah pada penelitian yang dilaksanakan 

seperti: 

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Ibu oleh Anak Kandung 

Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi? 

 

3
Wawancara, Aipda HE.Tarigan, Kanit I Tindak Pidana Umum Mapolres Muaro Jambi, 

Tanggal 08 Juni 2021, Jam. 12.40 
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2. Kendala-kendala Apa yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Pembunuhan Ibu Oleh Anak Kandung Diwilayah Hukum 

Kepolisian Resor Muaro Jambi? 

3. Upaya-Upaya Apa yang dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana 

Pembunuhan Ibu Oleh Anak Kandung Diwilayah Hukum Kepolisian 

Resor Muaro Jambi? 

 
 

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Guna mendapatkan pengetahuan terhadap konsep yang disusun dari 

setiap keputusan yang diberikan Kepolisian, kemudian dilakukan kajian 

setelahnya di dalam skripsi yang disusun ini. 

b. Guna mengetahui perihal pertimbangan dan juga memperoleh beberapa 

data yang mana nantinya akan digunakan oleh Kepolisian untuk 

melakukan tindak lanjut pidana pada kasus pembunuhan ini. 

c. Untuk mengatahui perbedaan sanksi pidana dalam setiap putusan 

Kepolisian 

2. Tujuan Penulisan 

 

a. Bertujuan untuk dapat memenuhi penyelesaian terhadap studi yang 

sedang ditempuh, agar dapat bisa mencapai dan mendapatkan gelar 

sarjana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. 

b. Bisa mencapai perluasan terhadap pengetahuan serta relasi penulis pada 

bidang disiplin ilmu hukum pidana, khususnya berfokus pada persoalan 
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tinjauan kriminologi tindak pidana pembunuhan ibu oleh anak 

kandungnya di Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi. 

c. Bisa membantu serta menambah refrensi perbendaharaan ilmu 

pengetahuan berupa bahan literature di kepustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Batanghari jambi. 

D. Kerangka Konseptual 

 

Pada sub-bab ini akan memparkan aturan yang terdapat di perundang- 

undangan terkait swerta juga berisi makna dan definisi yang nantinya akan 

dijadikan rujukan pada penulian skripsi. Maka dari itu, penulisan ini nantinya 

akan mengupas dengan runtut dan ringkas perihal makna dari dipilihnya judul 

skripsi yang disusun ini: 

1. Tinjauan 

 

“Kegiatan penyeledikan ini berfokus pada peristiwa (perbuatan, karangan 

dan lain-lain) guna dapat mendapatkan pengetahuan perihal keadaan yang 

terjadi sebenere (duduk perkaran, musabab dan sebabnya serta lain 

sebagainya)”
4
 

2. Kriminologi 

 

Menurut Gibbons merupakan sebuah pendefinisian yang mana 

melakukan penekanan terhadap setiap aspek pada analisa yang lebih objektif 

dan kriminologi, seperti: 

“wilayah yang bernama kriminologi adalah sebuah kajian yang sifatnya 

ilmiah yang didalamnya akan menyingkap pelanggaran hukum dan juga 

 

4
Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karya Agung, Surabaya, 1979, halaman 

340 



8  

 

 

penyebab kriminalitas pada umumnya, sifatnya penganalisaannya akan lebih 

objektif yang berisi gejala sosial dengan kedok kejahatan. Pada ruang lingkup 

ini, kriminologis akan memasukan kegiatan berupa pencarian terhadap proses 

pembuatan, reaksi terhadap pelanggar hukum dan juga pelanggaran terhadap 

hukum.”
5
 

3. Tindak Pidana pembunuhan 

 

Pada kitab undang-undang terkait dengan hukum pidanan (KUHP) tindak 

pidana pembunuhan diatur dalam buku II bab XIX. Kegiatan tindak pidana 

nantinya akan masuk diranah kode delik materil, maksutnya bertujuan untuk 

melakukan kesempurnaan terhadap setiap tindak pidana yang mana kurang 

cukup setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, namun ada kosekuensi 

yang menjadi syarat dari sebab dan akibaat perbuatannya itu.
6
 

Tindak pidana berupa pembunuhan merupakan wujud pokok dari 

perbuatan kejahatan yang bersangkutan dengan pengancaman atau 

penghilangan nyawa. Dalam konteks ini kesengajaan dikategorikan menjadi 

kesengajaan yang mana direncanakan lebih dahulu atau kesengajaan biasa 

yang dilakukan secara sepontan pula.
7
 

4. Pengertian Anak 

 

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak 

memiliki peran strategis dalam menjamin eksitensi bangsa dan negara di masa 

 
5
Muhmmad Mustofa, Metode Penelitian Kriminologi,, Prenada Media, Jakarta, 1977.halaman 

3 
6
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu Di Indonesia, Jakarta,PT.Eresco, 

1994, halaman 45. 
7
Noeljatno, perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, Bina Aksara, 

Jakarta 1983, halaman.6. 
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mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu 

dapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Baik fisik, mental, maupun spritual. Mereka perlu mendapatkan hak- 

haknya, perlu dilindungi, dan disejahterahkan. Karenanya segala bentuk 

kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.
8
 

5. Polres 

 

Polres adalah stuktur komando kepolisian repubik indonesia didaerah 

kabupaten/kota. Kepolisian   resor diwilayah perkotaan biasa disebut 

“Kepolisian  Resor Kota”  (polresta). “kepolisian resor  Kota  Besar” 

(Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. Kepolisian resor 

kota dikepalai oleh seorang kepala kepolisian resor kota besar (kalporestabes). 

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya polda, dan 

dipimpin oleh  seorang komisaris besar polisi (kombes)   untuk 

polrestabes/polresta) atau ajun komisaris besar polisi (AKBP) (untuk polres 

kabupaten/kota. 

 

6. Muaro Jambi 

 

Muaro Jambi adalah satu kabupaten yang berada di provinsi jambi, 

Indonesia kabupaten ini merupakan suatu kabupaten pemekaran dari 

kabupaten batanghari berdasarkan Undang-undang nomor 54 Tahun 1999, 

dengan luas wilayah 5.246 km2, secara adminitrasi terdiri dari 11 kecamatan, 

150 desa dan 5 kelurahan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk jambi sebanyak 

 

 

 
 

8
 Abu Huraerah, Op, cit.hlm.11 
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397.351 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 3,93 persen per tahun. Kabupaten 

ini mengelilingi wilayah kota jambi yang merupakan ibu kota provinsi jambi. 

 
 

E. Landasan Teoritis 

 

Kriminologis merupakan simbol dari perbuatan serta sifat yang dimiliki 

oleh setiap penjahat, akan tetapi ekosistem dan lingkungan penjahat ini disisi lain 

sangat dibutuhkan oleh LSM serta juga beberapa anggota masyarakat. 

Kriminologis sendiri memiliki sebuah istilah dimana teori dan pengalaman 

merupakan dasar dari pengetahuan. Selain itu kegiatan berupa reaksi masyarakat 

akan perbuatan para penjahat.
9
 

Menurut George C. vold yang dikutip oleh H.R Addusalam, menyatakan 

bahwa : 

“ketika memahami dan mempelajari topic kriminologi, kita akan 

dihadapkan pada kegiatan pembatasan atau pandangan untuk masyarkat perihal 

mana yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang, mana yang buruk dan 

mana yang tepat baik. Poin-poin tersebut sudah terangkum di dalam perundangan 

kebiasaan serta juga adat peristiadat”.
10

 

Seorang peneliti bernama Soejono Dirjosisworo memaparkan perihal definisi dari 

kriminologi seperti: 

“dalam konteks Etimologi, kriminologi memiliki sebuah isitilah yang 

mengandung dua suku kata seperti Crime (kejahatan) dan juga logos (ilmu 

pengetahuan). Disini kriminologi memiliki sebuah arti dimana ilmu pengetahuan 
 

9
Romli Atmasasmita, Teori dan kapita selekta kriminologi, Adi Tama, Bandung , 2007, 

halaman 4 
10

Adddusalam, Praspek Hukum Pidana Indonesia, Restu Agung, Jakarta, 2007, halaman 4 
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yang berfokus untuk mempelajari singgungan kejahan global dan juga kejahatan 

yang sedang dilakukannya”.
11

 

Kriminologi memiliki peran di dalam ilmu pengetahuan pada sektor 

peninjauan perilaku tercela dan juga perbuatan jahat dimana mengkaitkan setiap 

orang terkait dalam aktivitas kejahatan, serta adanya sebuah aktivitas yang berupa 

kegiatan tercela. Padahal hal ini fungsi dari kriminologi semakin jelas, yaitu 

mengupas pengetahuan dan juga menggali setiap gejala kejahatan dengan metode 

kajian serta analisis ilmiah dengan refrensi yang jelas dan juga keterangan yang 

lengkap terhadap keduanya.
12

 

Konteks kejahatan dalam lingkup kriminoloi akan terlihat lebih luas. 

Penmgerucut dalam pembahasan ini akan difokuskan pada kasus-kasus kejahatan 

yang telah dilakukan dengan cara ekonomis, sosial amanat dan juga politis yang 

merugikan orang lain dan menimbulkan korban nyawa yang sifatnay tidak 

perorangan saja bahkan sekala kelompok dan golongan. Kriminologi memiliki 

tugas serta kawijabn utama seperti halnya untuk menyelidiki kasus dan 

minyingkap tabir hukum tindak pidana, entah itu berupa data, sumber informasi 

dan juga penggunaan guna menelanjangi setiap kepentingan si sosok penguasa.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11
Soejono D. Kriminologi Pencegahan Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor, 1985, 

halaman 4 
12

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010, 

halaman 11 
13

C.T. Kanli & Christine S.T Kansil,pokok-pokok Hukum Pidana untuk tiap orang, pradnya 

pratama, Jakarta, 1995,halaman 37 
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F. Metode Penelitian 

 

1. Spesifikasi Penelitian 

 

Merupakan sebuah kegiatan penelitian analistis dan juga deskritip. 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan beberapa jumlah data yang 

sevalid mungkin tentang situasi, manusia dan juga lainnya.
14

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Merupakan kegiatan penilitian untuk melakukan penyusunan menuju 

lapangan, atau biasa disebut sebagai penelitian yuridis empiris yang mana 

berfungsi untuk mendapatkan setiap data secara langsung di lapangan.
15

 

3. Sumber data 

 

Sumber data yang digunakan penulis menggunakan sumber data lapangan 

dan kepustakaan : 

a. Data Primer (Field Research) 

 

Data ini merupakan sumber data yang berasal dari pengeraman hasil pada 

penelitian di lapangan. 

b. Data Sekunder (Library Research) 

 

1. Bahan hukum Primer yaitu dengan meneliti peraturan-peraturan 

perihal kitab perundang-undangan pada Hukum Pidana atau (KUHP). 

2. Berisi bahan hukum yang sifatnya lebih skunder, seperti literature dan 

juga buku untuk refrensi penyusunan skripsi. 

3. Berisi bahan hukum yang sifatnya lebih tersier berisi kumpulan KBBI 

 

dan juga kamus hukum. 
 

14
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta,1998. Halaman 10 

15
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta,1998.halaman 11 
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4. Tehnik Pengumpulan Data 

 

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

pada penyusunan penelitian skripsi ini seperti: 

a. Wawancara 

 

Kegiatan ini berupa pengumpulan data di lapangan dengan melakukan 

komunikasi secara langsung. Pada kegiatan wawancara ini sifatnya 

tertutup dan memberikan keleluasaan kepada responden untuk bisa 

menjawab berdasarkan pemikirannya, berdasarkan pedoman-pedoman 

yang berisi pertanyaan dalam bentuk tulis 

b. Studi Dokumen 

 

Studi dokumen merupakan sebuah aktivitas peninjauan dokumen dengan 

memetodekan pengumpulan data untuk dilakukan analisis. 

5. Analis Data 

 

Setiap data yang didapatkan entah itu berupa kepustakan maupun 

lapangan akan dikupas dan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode ini 

akan menafsirkan serta menyampaikan data yang didapatkan di lapangan 

berdasarkan situasi yang terjadi. 

G. Sistematika Penulis 

 

Penelitian ini disusun dan ditulis dalam bentuk lima bab, dimana setiap 

bab memiliki isii sub-bab dan disusun lagi bagian-bagian kecil yang menampung 

poin yang diperlukan untuk pembahasan. Berikut adalah sistematikanya seperti: 



14  

 

 

BAB pertama yang berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan disini berisi 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua pustaka tentang tindak pidana. Yang berisikan tentang 

pengertian tindak pidana, dan ruang lingkup tindak hukum pidana. 

Bab ketiga tinjauan umum tentang anak, dasar hukum anak, jenis-jenis 

anak, dan unsur-unsur anak. 

Bab keempat pembahasan tentang tinjauan kriminologi tindak pidana 

pembunuhan ibu oleh anak kandung diwilayah hukum kepolisian muaro jambi, 

Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Ibu oleh Anak Kandung 

Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Pembunuhan Ibu Oleh Anak Kandung 

Upaya-Upaya yang dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan 

Ibu Oleh Anak Kandung 

Bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran. 



15  

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA 

 
 

A. Pengertian Tindak Pidana 

 

Istilah tindak pidana, hingga saat ini belum diperoleh suatu kesepakatan 

diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai istilahnya. 

Hal ini disebabkan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda-beda antara 

para ahli dan sarjana satu dengan yang lainnya dalam mempelajari dan 

membahasnya. Disamping itu juga karena luasnya aspek yang terkandung di 

dalam pengertian dari tindak pidana itu senndiri. 

Namun demikian untuk mendapatkan gambaran istilah tindak pidana 

tersebut, di dalam berbagai literatur khususnya di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dikenal dengan sebutan “strafbaarfeir”, di dalam kepustakaan 

hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah “delik”. Sedangkan pembuat 

undang-undang mempergunakan pula dengan istilah “peristiwa Pidana atau 

Perbuatan Pidana atau Tindak pidana”. 

Dengan demikian, suatu tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia. 

 

2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- 

Undang. 

3. perbuatan itu bertentangan dengan hukum (Melawan Hukum). 

 

4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat. 
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Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, Unsur-unsur tindak pidana 

meliputi : 

1. Subjek 

 

2. Kesalahan 

 

3. Bersifat melawan hukum (dari Tindakan) 

 

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang 

perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana . 

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).
16

 

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut : 

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian starfbaarfeit adalah suatu 

pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si 

pelanggar dan dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 

menyelamatkan kesejahteraan umum dan, 

2. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian strafbaarfeit 

adalah suatu kejadian (feit) yang oleh para peraturan Undang-Undang 

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

Dari beberapa pengertian tindak pidana yang telah dikemukakan para ahli 

dan sarjana di atas, menunjukan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh 

Moelyanto lebih menitik beratkan pada perbuatan-perbuatan yang sifat dan 

wujudnya melawan hukum dan sekaligus sangat merugikan masyarakat, atau 

perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat yang dianggap 

baik dan adil. Selain itu, Pompe membagi pula strafbaarfeit dalam dua bagian 

 

16
E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

Jakarta ; Alumni AHM-PTHM,1982.halaman 211. 
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yaitu menurut teori dan hukum positif. Pendapat yang dikemukakan oleh Pompe 

ini mempunyai juga kesamaan dengan pendapat Moelyanto, yang mendasarkan 

pada perbuatan/kelakuan yang melanggar hukum yang merugikan tata kehidupan 

masyarakat dan diancam dengan pidana bagi si pelanggarnya menurut ketentuan 

Undang-Undang. 

Namun diberikan lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Simons, bahwa ia lebih memfokuskan pada batasan pengertian strafbaarfeit yang 

merupakan kesalahan seseorang yang melawan hukum dan terhadap seseorang 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang melawan hukum itu 

adalah orang yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian ini lebih luas 

jika dibandingkan dengan pendapat lainnya, Moelyanto dan Pompe. 

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu 

tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau 

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang bersifat 

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu 

bertanggung jawab). 

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa suatu 

perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, apabila perbuatan itu memenuhi unsur- 

unsur : melawan hukum 

1. Merugikan masyarakat 

 

2. Dilarang oleh aturan hukum pidana 

 

3. Pelakunya diancam dengan pidana 

 

4. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan 



18  

 

 

Bertitik tolak dari definisi tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu perbuatan yang 

melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu 

undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Lebih lanjut Prof.Moeljanto menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbutan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan 

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu 

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman 

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 

Selanjutnya dapat dikemukakan menurut Moeljanto bahwa antara larangan 

dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan 

orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. 

Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan 

orang tidak dapat diancam dipidana. Justru untuk menyatukan hubungan yang erat 

itu maka dipakailah data perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk 

kepada dan keadaan konkrit : pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua 

adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.
17

 

Atas dasar yang diuraikan diatas, maka Frof. Moeljanto berpendapat 

bahwa kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah 

 
 

17
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.halaman 54. 
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peristiwa sebagaimana halnya dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

sementara dahulu, yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa itu 

adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian 

yang tertentu saja, seperti matinya orang. 

Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang, hukum pidana tidak melarang 

adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang 

lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah 

karena sudah tua, entah karena sudah tertimpa pohon yang tertiup angin, maka 

peristiwa itu karena binatang buas, apabila matinya orang itu ada hubungan 

dengan kelakuan orang lain, dalam hal inilah peristiwa tadi menjadi bagian hukum 

pidana. 

B. Unsur-unsur Tindak Pidana 

 

Apabila dicermati dan ditelaah batasan tindak pidana yang dipaparkan para 

ahli diatas, sehingga dapatlah dirumuskan unsur-unsur yang terkandung didalam 

pengertian tindak pidana, antara lain adalah : 

1. Perbuatan Melawan Hukum 

 

Perbuatan melawan hukum dimaksudkan tidak lain suatu perbuatan yang 

timbul karena adanya perbuatannya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat 

dengan penjatuhan hukuman. Oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana 

akan dijatuhi hukuman, terkecuali bagi orang yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan. 
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Jelasnya, orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dikenakan 

hukuman, bila mempunyai kesalahan, atau tidak dipidana kalau tidak ada 

kesalahan.” 

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya dua macam perbuatan yang 

melawan hukum, yaitu : 

a. Melawan Hukum Materil 

 

perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya dengan tegas diatur dan 

terdapat dalam Undang-Undang tertulis (KUHP), melainkan juga termasuk 

Undang-Undang tidak tertulis  (hukum adat). 

b. Melawan Hukum Formal 

 

Yaitu suatu perbuatan yang dengan tegas hanya diatur dalam Undang- 

Undang tertulis saja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Merugikan Masyarakat. 

 

Merugikan masyarakat berarti perbuatan dimaksud sungguh sangat 

meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi unsure 

yang merugikan karena perbuatan pidana itu mengganggu ketertiban masyarakat 

jadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya karena perbuatan pidana, 

seperti melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

pembunuhan dan lain-lainnya. 

3. Dilarang Oleh Aturan Hukum Pidana 

 

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, dimaksudkan disini 

adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perumusan pasal 1 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “asas nullum delictum, nulla poena 
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sine praevia poenli”. Artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas 

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum 

perbuatan itu dilakukan. 

Pada dasarnya, seseorang baru dapat dikenakan ancaman hukuman pidana, 

apabila perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam oleh aturan hukuman 

pidana (KUHP) 

4. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang Dapat Dipertanggungjawabkan 

Hakekatnya adalah suatu perbuatan pidana, tentu ada mereka yang 

menggerakan atau melakukannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang 

yang dikenakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat diminta 

pertanggungjawabannya. Seperti orang yang tidak sehat akal dan pikirannya 

(gila) tidak dapat dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak-anak yang 

berusia dibawah 10 tahun karena mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan 

perbuatan / atau kelakuannya, walaupun ia melakukan tindak pidana. 

Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana sesungguhnya juga dikenal 

berbagai pembedaan delik diantaranya delik omisi dan delik comisi yang 

didasarkan atas cara melakukan tindak pidana. 

Delik comisi terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu 

peraturan hukum pidana, sedangkan delik omisi terjadi dengan tidak melakukan 

perbuatan padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.
18

 

 

 

 

 

 

 
18

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.halaman 107 



22  

 

 

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 

Didalam kepustakaan hukum pidana dikenal ada beberapa jenis tindak 

pidana, tindak pidana dimaksud diantaranya adalah : 

1. Tindak Pidana Materil 

 

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang selesai dengan timbulnya 

akibat yang dilarang oleh Undang-undang misalnya: 

a.  Pembunuhan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang 

dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa 

dipersoalkan wujud dari perbuatannya. 

a. Pembakaran rumah pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang 

dirumuskan mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, juga tanpa disebutkan 

wujud dari perbuatannya. 

2. Tindak Pidana Formil 

 

Tindak pidana formil adalah suatu tindak pidana yang selesai dengan 

adanya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang contohnya : 

a. pencurian pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dirumuskan 

sebagai perbuatan yang berwujud mengambil barang orang lain, tanpa 

dipersoalkan akibat yang tertentu dari pengambilan barang tersebut, dan 

b. pemalsuan surat pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang 

dirumuskan sebagai perbuatan yang terwujud membuat surat palsu, disebutkan 

akibat tertentu dari penulisan surat palsu dimaksud 
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3. Commisie Delict 

 

Commisie delict adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara 

berbuat atau menggerakan badan secara aktif, misalnya membunuh, mencuri, dan 

lainnya. 

4. Ommissie Delict. 

 

Ommissie delict adalah melakukan suatu tindak pidana dengan tidak 

berbuat, misalnya : 

a. Tidak datang mengahadiri sidang pengadilan, setelah dipanggil secara patut 

sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan 

b. seorang ibu tidak menyusui bayinya, sehingga mengakibatkan bayinya 

tersebut mati. 

5. Cequalificeerde Delict 

 

Cequalificeerde delict adalah istilah ini dipergunakan untuk suatu tindak 

pidana tertentu, yang sifatnya istimewa, misalnya pencurian cequalificeerde pasal 

363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pencurian dilakukan dengan 

diikuti perbuatan lain, yaitu dengan cara merusak pintu. 

6. Voordurend Delict 

 

Voordurend delict adalah suatu tindak pidana yang tiada hentinya- 

hentinya, contoh : 

Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang melarang turut 

serta dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan suatu kejahatan. 

Selama orang dimaksud menjadi anggota perkumpulan itu, selama itu pula secara 

tak henti-hentinya atau terus menerus ia lakukan suatu kejahatan. 
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Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disini dalam satu pasal 

dilarang sekaligus dua perbuatan, yang satu merupakan tindak pidana yang tiada 

hentinya (voordurend), dan yang lainnya merupakan tindak pidana biasa. Tindak 

pidana biasa yaitu mencuri/merampas kemerdekaan orang lain dengan sengaja, 

sedangkan yang merupakan tindak pidana yang tiada hentinnya (voordurend) 

adalah menahan orang lain yang diculiknya itu. 

 

D. Ruang Lingkup Tindak Hukum Pidana 

 

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan 

hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang- 

undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.
19

 

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Menurut Hazewinkel suringa 

Dalam Buku Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H bahwa arti obyektif, 

yang juga sering disebut jus poenale meliputi : 

1) perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabainnya telah 

ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang 

berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh 

setiap orang; 

2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat 

diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l.hukum 

penetiair atau hukum sanksi; 

3) kaidah-kaidah yang menetukan ruang lingkup berlakunya peraturan- 

peraturan itu pada waktu dan diwilayah Negara tertentu. 

19
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Halaman 6 
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Disamping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim 

pula disebut jus puniendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang 

penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.
20

 

Hukum pidana menurut Prof, Mr. L.J. Van Apeldoom dalam buku bambang 

poemomo S.H juga dibagi menjadi 2 (dua) dan diberikan arti, yakni : 

1. Hukum pidana materil yang menunjukan pada perbuatan pidana dan yang 

oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana 

(strafbare Feiten) itu mempunyai dua bagian, yaitu ; 

a. bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (naleten) yang 

bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum 

yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas 

pelanggaran 

b. bagian subyektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si 

pembuat (dader) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum, 

2. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat 

dilaksanakan.
21

 

Kajian skripsi mencakup hukum pidana materil yang nantinya 

meneliti tentang tindak pidana apa yang terjadi dan hukuman yang 

diberikan kepada pelaku. 

Obyek kajian hukum pidana disini berupa : 

a) Pembunuhan, pada Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

berbunyi : “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, 
 

20
H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman,1 

21
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia, 1983, Halaman 

20 
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diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima 

belas tahun”. menurut rumusan Undang-Undang diatas, yang 

menerapkan unsur obyektif berupa akibat yang dilarang dan diancam 

dengan hukuman adalah “matinya orang lain”.
22

 

b) Perusakan barang, pasal 406 KUHP telah menjelaskan bahwa siapapun 

akan mendapatkan ancaman pidana bila sengaja dan melawan hukum 

merusakan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain. Obyek dalam Pasal ini adalah “suatu benda” dan 

“merusak barang milik orang lain”. 

Pembunuhan diatur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa 

yang terdiri dari Pasal 338 – Pasal 350 KUHP, Pasal 338 KUHP sendiri 

menjelaskan, “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, 

karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsure 

kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik 

“sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni 

maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang 

terlebih dahulu. Merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan 

secara tenang pula.
23

 

Sedangkan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang sengaja 

yang direncanakan, merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat 

 

22
P.A.F. Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Diajukan Terhadap Hak Milik dan 

Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung, Tarsito, 1980, halaman 88 
23

Pinkan Mangare, Kajian Hukum Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Anak 

oleh Ibu Kandungnya (menurut Pasal 134 KUHP), Lex Privatum, Vol.IV,No.2, , Februari 2016, 

halaman 82. 
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dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman 

terberatnya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, hal ini seperti yang 

telah dijelaskan pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang 

berbunyi, “barangsiapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa 

orrang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 

paling lama dua puluh tahun”, sanksi pidana mati dalam pasal ini tidak ada 

pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, karena yang menjadi dasar beratnya 

hukuman ini adalah kejahatan yang sudah direncankan terlebih dahulu. 
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BAB III 
 

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK 
 

 

A. Definisi Anak 

 

1. Pengertian Anak 

 

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak 

memiliki peran strategis dalam menjamin eksitensi bangsa dan Negara di masa 

mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu 

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak- 

haknya, perlu dilindungi, dan disejahterahkan. Karenanya segala bentuk kekerasan 

pada anak perlu dicegah dan diatasi.
24

 

Secara umum, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil. 

Sementara Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak 

di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang 

konkret bahwa ia telah dewasa.
25

 

B. Dasar Hukum Anak 

 

Pada dasarnya dalam Undang-undang sistem Peradilan Anak tidak 

dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak bukan tindak pidana 

anak yaitu, anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang 

No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2), dan 

(3) yaitu : 
 

 

 

24
Abu Huraerah, Op.cit. halaman 11. 

25
Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Alumni, 2015, halaman 58 
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Ayat (1) adalah “sistem peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana” 

Ayat (2) adalah “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 

yang menjadi saksi tindak pidana.” 

Ayat (3) adalah “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

anak adalah anak yang telah berumuur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

Rasa keadilan harus diwujudkan paling tidak mendekati keadilan bagi para 

pihak yang sedang berperkara. Banyak kasus-kasus pidana yang memposisikan 

hakim harus mempertimbangkan segi kemanusiaan, sosiologi dan antropologi 

dalam menjatuhkan pidananya. Dalam hal ini seorang anak begitu tega membunuh 

ibu kandungnya.
26

 Tentu saja mempunyai motivasi yang kuat sekali sehingga 

menyebabkan perbuatan pidana itu dilakukan. Motivasi seorang melakukan 

perbuatan pidana dapat berupa banyak alasan, yang sering terjadi dimasyarkat 

disebabkan timpangnya relasi orang tua (dalam hal ini seorang ibu ) dengan anak. 

Contoh kasus yang terjadi adalah tekenan ibu kepada seorang anak yang 

mendapatkan nilai buruk dan ibu yang bersikap keras karena prestasi anaknya 

semakin turun. Kekecewaan, tekanan dan pola komunikasi yang buruk inilah yang 

menyebabkan kedua pihak mendapatkan ketertekanan dan tidak bisa mengatur 

pola perilakunya. 

 

26
Adam Chazam, Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Rajawali Pres, Jakarta, 2000, 

halaman 71 
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Banyaknya golongan atau jenis kejahatan dalam KUHP berarti begitu juga 

banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Norma- 

norma moral umum telah dirumuskan dalam apa yang disebut perintah-perintah 

tuhan tetapi hal itu tidak berarti bahwa manusia tidak memainkan peran lagi 

dalam menentukan tindakannya. Sebab moral umum hanya berlaku prima pacie. 

Ada kemungkinan norma tersebut bertentangan dengan norma-norma lain. Upaya 

orang melarang untuk membunuh orang tidak berlaku lagi dalam situasi bahaya 

dimana orang berhak melindungi hidupnya. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dituliskan Pasal-pasal kejahatan 

terhadap nyawa : 

Pasal 338 

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

Pasal 339 

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, 

yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 

pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari 

pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan 

barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana 

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 

Pasal 340 

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa 

orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 

tahun. 

 

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan 

penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan perkara terhadap usia 
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dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur 

dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak 

tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti 

atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, 

malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan 

terhadap anak khusunya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan 

istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak 

sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang- 

undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan 

orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan 

perbuatan dengan pidana dan dilakukan dengan kesalahan apabila pada 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normative mengenai kesalahan yang dilakukan.
27

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
28

 

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian 

dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 

memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana 

 

27
Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghaila Indonesia, Jakarta, 

2001.halaman 22 
28

P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1996.halaman 16 
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mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam 

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang 

bersifat ilmiah dan ditemukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 

C. Jenis Jenis Anak 

 

Anak adalah pemberian dari Tuhan yang harus dilindungi dan dirawat 

sesuai dengan akhlaknya, pengertian anak dalam konvensi Hak-Hak anak yang 

disetujui Majelis Umum tanggal 20 November 1989, di dalam pasal 1 menyebutan 

bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun 

kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak merupakan 

bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.
29

 

Dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) 

tertulis bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
30

 Sedangkan menurut KUHP pasal 

45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam 

belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim 

boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; 

walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan 

Pasal 35,46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang 

No.3Tahun 1997. 

 

 

 

 
2018 

29
http,//www.ohchr.org/Documents/ProfesionalInters/crc.pdf, diakses pada tanggal 6 februari 

 
30

http,//pih.kemlu.go.id/files/UU No23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf,diakses pada 

tanggal 6 februari 2018 
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Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan nakal. 

Kenakalan anak menurut kartini kartono adalah pelaku jahat/dursila, atau 

kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patalogi) secara 

sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian 

tingkah laku yang menyimpang.
31

 Kenakalan anak adalah reaksi dari 

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak . namun tidak segera 

ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya 

maupun bagi orang lain, menurut Romli Atmasasmita, Juvenile Deliquency 

adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap 

norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan 

pribadi anak yang bersangkutan..
32

 

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikn sebagai berikut: 

 

1. kenakalan Anak sebagai status Offences, yaitu segala perilaku anak yang 

dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak 

dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang 

tua, lari dari rumah, dan lain-lain. 

2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (juvenila delinquency), yaitu segala 

perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan 

 

 

 

 

 
 

31
Kartini Kartono, Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja.Raja Pers. Jakarta. 1992, halaman 

6 
32

Romli Atmasasmita. Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico. Bandung.1983, 

halaman 7 
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oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap 

belum bertanggung jawab penuh atas perbutannya.
33

 

Akibat Hukum Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan 

 

Dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak 

khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasakan perbedaan umur 

anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, 

demikian bunyi pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai 

umur diatas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. 

Pasal 70 mengatakan bahwa : ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau 

kedaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat 

dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau 

mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan 

kemanusiaan.
34

 

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah seorang 

jawab anak, maka tindak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang 

tua asuhnya, tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak 

tersebut bertanggung jawab dan bersedih untuk disidik, ditutur dan diadili 

pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan dimana seorang anak tidak diproses 

sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di 

dalam pemeriksaan anak, yaitu : 

 
33

Rachmayanthy, Litmas Pengadilan Anak, Berkaitan Dengan Proses Penyidikan, 

Sumber,http,//bimkemas.kemenkumham.go.Id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADIL 

AN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf,diakses 

pada tanggal 2 Februari 2018. 
34
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Harvarindo, Jakarta, 2013, halaman 38 
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a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan. 

 

b. Dalam suasana kekeluargaan 

 

c. Anak sebagai korban 

 

d. Didampingi oleh orang, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang 

mengasuh. 

e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan 

pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa. 

Dalam pasal 71 pada intinya menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok 

yang diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana termasuk jenis pidana 

pokok pelatihan kerja yang diatur dalam pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga 

yang diatur dalam pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga yang diatur dalam 

pasal 80 serta pidana penjara yang diatur dalam pasal 81, dalam pasal 72 hanya 

mencakap pidana peringatan yang merupakan pidana ringan, mengenal syarat- 

syarat pidana sudah diatur dalam pasal 73 sampai pasal 77 yang menjelaskan 

mengenai persyaratan pidananya. 

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa bila seorang anak melakukan 

tindak pidana pembunuhan atau sejenis sanksi-sanksi tersebut tetap diputus 

berdasarkan pertimbangan hakim. 

Hak Anak Dalam Proses Peradilan. 

 

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 

1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 

yang disahkan oleh perikatan bangsa-bangsa yang nantinya menjadi landasan 

peraturan bentuk hak-hak anak dalam undang-undang No 23 tahun 2002 tentang 
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perlindungan anak yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 19 Undang-undang 

No.23 Tahun 2002,
35

 yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan 

hak-hak amak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam undang-undang No 11 

tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. 

Dalam peradilan pidana anak, bentuk hak-hak anak sudah diatur dalam 

pasal 3 sampai dengan pasal 4 undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak. Hak bagi anak yang sedang dalam proses peradilan pidana 

adalah : 

a. Diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umumnya 

b. Dipisahkan dari orang dewasa, 

 

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. 

 

d. Melakukan kegiatan rekreasional, 

 

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 

manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. 

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, 

 

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan 

dalam waktu yang paling singkat, 

h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, 

dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, 

i. Tidak dipublikasikan identitasnya, 
 

 

 

 

35
http,//www.pn-binjai.go.id/index.php/2013-06-29-08-07/materi-sosialisasi-sppayang 

diakses tanggal 1 april 2018 jam 13.20 
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j. Memperoleh pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh 

anak, 

k. Memporel advokasi sosial, 

 

l. Memperoleh kehidupan pribadi 

 

m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, 

 

n. Memperoleh pendidikan, 

 

o. Memperoleh layanan kesehatan, 

 

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Sedangkan di dalam pasal 4 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang 

sistem peradilan pidana anak hak yang diberikan adalah hak bagi anak yang 

sedang menjalani masa pidana yaitu : 

a. mendapat pengurus masa pidana, 

 

b. memperoleh asimilasi 

 

c. memporoleh cuti mengunjungi keluarga, 

 

d. memperoleh pembebasan bersyarat 

 

e. memperoleh cuti menjelang bebas, 

 

f. memporeleh cuti bersyarat 

 

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bertolak dari ketentuan ke dua pasal di atas, maka dapat digaris bawahi 

bahwa yang diatur dalam pasal 3 adalah hak anak yang sedang mengalami proses 

peradilan, untuk selanjutnya pasal 4 mengatur hak anak yang sedang menjalani 

pidana, lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 yang menyatakan bahwa : 
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a. Mendapat Pengurangan Masa Pidana (Remisi) 

 

Pengertian Remisi adalah pengurangan, pemotongan atau memperkecil 

masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada narapidana dan anak pidana 

yang selama didalam berlaku dan berkelakuan baik. Pemberian remisi harus 

terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan 

pemerintah No.97 tahun 1999 pasal 34 yaitu : 

1. Remisi dapat dan boleh diberikan pada narapidana dan anak pidana yang 

telah terbukti berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman 

setidaknya lebih dari 6 bulan. 

2. Pada setiap narapidana dan anak pidana berhak atas resmi setiap tahunnya, 

apapun kejahatan yang telah dilakukannya. 

3. Narapidana telah mengikuti dan menjalankan segala kegiatan program 

pembinaan dan pengarahan yang diselanggarakan pihak lepas dengan baik 

dan tak bermasalah. 

4. Narapidana dan anak pidana tidak sedang menjalani proses hukuman 

disiplin akibat telah berkelakuan kurang baik selama didalam tahanan 

dalam tempo dan waktu 6 bulan tercatat selama tanggal pemberian remisi 

sedang berjalan.
36

 

b. Memperoleh Asimilasi. 

 

Sebagaimana tercantum dalam peraturan manteri hukum dan HAM R.I 

nomor 12 tahun 2003 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, 

 

 

 
 

36
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cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 

bersyarat, yang dimaksud asimilasi adalah 

“proses pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang 

dilaksanakan dengan membaurkan narapiana dan anak didik pemasyarakatan 

dalam kehidupan masyarakat”. 

Asimilasi yaitu : 

 

1. Asimilasi kedalam lembga pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan 

keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat. 

2. Asimilasi keluar; mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 

Masa pidana (atau telah masuk tahap ketiga dari proses pemasyarakatan 

narapidana). Adapun bentuk asimilasi keluar adalah : bekerja pada pihak 

ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya 

menjadi tukang cukur, bengkel tukang memperbaiki radio, mengikuti 

pendidikan dan latihan keterampilan diluar lembaga pemasyarakatan, kerja 

bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat.
37

 

c. Cuti Mengunjungi Keluarga 
 

Cuti mengunjungi keluarga (CMK) adalah proses pembinaan Narapidana 

dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana 

ke keluarga asalnya. Cuti mengunjungi keluarga merupakan kegiatan rutin yang 

dapat dilaksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang memiliki masa pidana 

 

 

 

 

 

37
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007, tentang syarat 

dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti 

bersyarat. 
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12 bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma narapidana, serta 

mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.
38

 

d. Pembebasan Bersyarat. 
 

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana luar lembaga 

pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa 

pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 

Sembilan bulan.
39

 

e. Cuti Menjelang bebas 
 

Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan menteri Hukum dan Hak 

asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.pk.04-10 tahun 2007 tentang 

syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang 

bebas, dan cuti bersyarat, yang dimaksud cuti menjelang bebas sebagaimana pasal 

1 ayat (3): 

“cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana 

diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa 

pidana, sekurag-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik”. 

f. Cuti Bersyarat. 

 

Sebagaiamana tercantum dalam peraturan menteri Hukum dan HAM RI. 

Nomor 21 Tahun 2013 tantang syarat dan tatacara pemberian remisi, asimilasi, 

cuti mengunjungi keluarga,pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 

bersyarat, yang dimaskud : 

38
http,//lapas-narkotikajkt.com/cuti-mengunjungi-keluarga-cmk/ diakses pada tanggal 19 april 

2018 pukul 20.25 
39

Indonesia (g), peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga 

binaanpemasyarakatan, pp no.32 tahun 1999, LN NO.69 TAHUN 1999,TLN no.3846,ps. 1 bagian 

7. 

http://lapas-narkotikajkt.com/cuti-mengunjungi-keluarga-cmk/
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“ program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan “. 

D. Unsur-Unsur Anak 

 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senentiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- 

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, dari sisi kehidupan berbangsa 

dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, 

sebagai anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, 

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, 

serta kebebasan. 

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, 

antara lain : 

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 

Pasal, 1 ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak 

pidana. 

b. Pengertian anak yang terdapat dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang 

belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena 

itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana tersebut 

dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh 



42  

 

 

dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya 

diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana. 

c. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang berbunyi : 

1. Anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. 

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

d. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dalam 

ketentuan pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang 

belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. 

e. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tantang lembaga pemasyaraktan, 

mengelompokan anak kedalam tiga kategori, yakni : 

1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putus pengadilan menjalani 

pidana di lembaga pemasyarakatan anak yang paling lama sampai 

berusia 18 tahun. 

2. Anak Negara, yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 

kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga 

pemasyarakatan anak paling lama sampai berusia 18 tahun, 
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3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga 

pemasyarakatan anak paling lama 18 tahun. 

f. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjabarkan 

pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 

tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan 

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurt marlina dalam 

buku peradilan pidana anak di Indonesia menyimpulkan bahwa definisi 

perundangan Negara indonesia, anak adalah termasuk anak yang masih 

dalam kandungan dan belum menikah.
40

 Oleh karena itu, anak tidak dapat 

dikarenakan pertanggungjawan pidana secara penuh, karena seseorang 

anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada 

dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-undang 

sistem peradilan pidana anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan 

tindak pidana. 

Beberapa pandangan diatas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak 

yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur 18 (delapan belas) tahun 

serta belum kawin, maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat 

dalam perkawinan atau pernah kawin kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam 

suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena penceraian maka anak 

 

 

 
 

40
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 32 



44  

 

 

tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) 

tahun. 

 

Pengertian Tindak Pidana Anak 

 

Pembedaan tindak pidana anak dengan pidana orang dewasa lebih 

diterbitkan pada sistem pemidanaannya. Dibawah ini akan diuraikan mengenai 

sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam 

Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak antara lain karena anak 

merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan 

martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama 

perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara 

Pihak dalam konvensi hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) yang 

mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk 

memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hakim. 

Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang 

dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala 

umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan 

terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap 

perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan undang-undang sistem 

peradilan pidana anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang 

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang dimasyarakat. 
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Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya 

penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal 

atau lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan 

psikolog anak dikemudian hari, namun demikian ada juga pendapat yang ingin 

menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan 

dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 1914 tentang perlindungan anak. Menurut 

pendapat nandang sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” 

lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. 

Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.
41

 

Perlu kualifikasi anak nakal termasuk tindakan kenakalan semu atau status 

offences, merupakan konsekuensi dari asas parent patriae. Asas yang berarti 

Negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali 

atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. 

Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang berlaku dalam 

masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam instrument 

internasional dimana ditegaskan bahwa seorang anak pelaku pelanggaran adalah 

seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui 

melakukan pelanggaran. Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku, yang dapat 

dihukum sesuai dengan ketentuan dibawah sistem hukum masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 
 

41
Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, 2010, 

halaman. 167 
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BAB IV 
 

PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK 

PIDANA PEMBUNUHAN IBU OLEH ANAK KANDUNG DIWILAYAH 

HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI (LP/B- 

66/XII/2020/MA.JAMBI/SPKT) 

 

A. Faktor Penyebab Terjadinya tindak pidana Pembunuhan ibu oleh anak 

kandung diwilayah hukum kepolisan resor muaro jambi (LP/b- 

66/XII/2020/Ma.Jambi?SPKT) 

 

Jika ditinjau dari teori kriminologi, setiap tindakan kejahatan adalah sebuah 

permasalahan umum dan serius untuk tumbuh dan berkembangnya suatu negara 

kearah masa depan. Hal ini dikarenakan setiap tindakan kejahatan dianggap hal 

yang biasa, padahal perbuatan jahat tersebut tergantung sikapnya yang realitif 

serta penetuan dari kebijaksanaan dan sikap penguasaan yang nantinya akan 

mempengaruhi nilaid dan juga pola struktur masyarakt dan juga kebudayaannya. 

Sebelum membahas faktor tersebut terdakwa Fahrurozi sebelumnya pernah 

bersifat seperti keanak-anakan atau seperti anak keil, tersangka sering mengamuk 

sendiri, seperti orang kebingungan. Tersangka meminum obat yang diperoleh dari 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi yang diberikan jika mulai kumat, tersangka 

pernah dibawa berobat Kerumah Sakit Jiwa Jambi sebanyak 2 (dua) kali. Dan 

tersangka sering berjalan dengan mengendarai sepeda sambil berbicara sendiri. 

Hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli kedokteran Visum et Repertum 

Psiklatrikum Nomor : S-061/11/DINKES.RSJ-1/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 

yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. M. Firmansyah, dengan hasil kesimpulan 

: pada saat jiwa berat yang ditandai dengan adanya daya nilai realitas yang 
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terganggu. Tindakan penganiayaan dilakukan akibat gangguan jiwanya. Dari 

kejadian ini si terperiksa melihatkan setiap gerak-gerik dan unsur 

ketidakmampuannya untuk bertanggungjawab dari apa yang telah dilakukannya. 

Selain itu si terperiksa tidak bisa mencapai sebuah pemahaman akan resiko serta 

juga nilai akan tindakan yang telah dilakukannya. 

Tersangka melakukan pembunuhan terhadap ibunya akibat amarah dan 

dendamnya karena pernah dipasung kakinya oleh bapak nya, dan saat kejadian itu 

tersangka mengaku diikuti makhluk halus dan dibisikan, lalu tersangka ambil 

sebilah pisau dapur lalu menusuk perut ibunya berulang-ulang kali sampai 

kebawah dan menyebabkan ibunya meninggal serta melukai ayahnya. 

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Susianti, M. Ked., SP.KJ yang pada 

pokoknya menerangkan bahwa tersangka melakukan penganiayaan adalah akibat 

gangguan jiwanya. Dari hal ini penulis mendapatkan sebuah gejala kelainan jiwa 

bernama skizofrenia, dimana ini memasuki sebuah jenis gangguan jiwa berat 

dimana daya nilai realitasnya terganggu. Dari hadirnya peristiwa tersebut, terperiksa 

telah menunjukkan beberapa indikasi perihal ketidaktahuan akan perbuatan dan 

juga bertanggung-jawabannya. Disini si terperiksa ternyata tidak mempunyai 

kemampuan untuk memahami setiap resiko yang akian ditanggung kedepannya, 

selain itu si terperiksa juga tidak mampu memahami tujuan dari setiap tindakannya, 

sehingga dengan demikian terperiksa tidak dapat mempertanggung jawabkan 

pebuatannya yang telah menghilangkan nyawa ibunya bernama ermayati serta 

melukai ayahnya bernama M.sayuti. hal ini tersangka menunjukan adanya 

ketidakmampuan terhadap unsur perbuatan dan bertanggung-jawab, sesuai dengan 
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ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan “barang siapa melakukan 

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat 

dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. 

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum 

yang pada pokoknya menerangkan bahwa keputusan Pasal 44 ayat (1) KUHP 

yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggung kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 

terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (1) 

KUHP diatur dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara 

berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh Undang-undang dilarang atau diperintah 

dengan kata lain : dalam hal perbuatan yang dipaksa, dan dalam hal pembuat ada 

didalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa 

perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dia tidak dapat mengerti akibat 

perbuatannya. Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak hanya terbatas pada orang yang tidak 

memiliki kemampuan jiwa, atau dengan kata lain yang memiliki penyakit jiwa, 

melainkan orang yang tidak memiliki kemampuan jiwa, atau kata lain yang 

memiliki penyakit jiwa, melainkan orang yang tidak memiliki kemampuan akal 

sehat, yang artinya lebih luas dari memiliki penyakit jiwa dan termasuk memiliki 

penyakit jiwa. Mengenai siapa yang berwenang untuk menilai adanya hubungan 

gangguan kejiwaan atau gangguan lainnya.dengan perbuatan tersebut, menurut 

ahli, seharusnya tidak hanya hakim yang berwenang menilai, namun pada 

dasarnya, kepolisian dan kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menilai hal 

tersebut guna menilai apakah perkara seorang yang memiliki gangguan 
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kejiwaannya dapat dilanjutkannya atau tidak, hal ini tersangka menunjukan bahwa 

unsur-unsur ketidak mampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sesuai 

dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan “barang siapa 

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena 

jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak 

dipidana”. 
42

 

Adapun Unsur-unsur dalam perbuatan pidana sebagai berikut : 

 

1) Adanya perbuatan 

 

Perbuatan disini dimaksudkan adalah perbuatan yang menyebabkan 

matinya orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan pada perbuatan membunuh 

dapat bersifat positif atau negative. Positif bisa bila pelaku menikam pisau, 

menembak, mencekek, memberi racun pada makanan. 

2) Adanya akibat 

 

Akibat disini ialah matinya orang lain akibat yang berupa kematian 

tersebut, secara yuridis harus ada hubungan khausal dengan perbutan, sebab 

ada kemungkinan kematian tersebut disebabkan karena perbuatan atau 

keadaan lain. Jadi dapat dijelaskan disini dengan timbulnya akibat perlu 

sebab-sebab nya sehingga dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas 

terjadinya tindak pidana tersebut. 

3) Adanya kesengajaan 
 

 

 

 

 

 
 

42
Wawancara, Aipda HE.Terigan, Kanit I Tindak Pidana Umum Malpores Muaro Jambi, 

Hari senin Tanggal 08 Juni 2021, Jam. 12.40 Wib 
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Kesengajaan yang ditujukan untuk terlaksananya kematian seorang ibu. 

Kesengajaan ini harus mengandung unsur kehendak untuk mewujudkan unsur- 

unsur tindak pidana dalam rumusan Undang-Undang dan pengetahuan kehendak. 

Kehendak adalah untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam 

rumusan Undang-Undang dan pengetahuan adalah sebagai mengetahui atau 

dapat membayangkan adanya atau timbulnya akibat dari perbuatan, ada 3 

bentuk kesengajaan : 

 

a) Kesengajaan sebagaimana dimaksud yaitu untuk menimbulkan suatu 

akibat tertentu. 

b) Kesengajaan dengan sadar, terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki. 

 

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan menyadari, adanya kemungkinan 

akibat yang dilarang. 

4) Bersifat melawan hukum 

 

Bahwa apa yang dilakukan benar-benar sesuai dengan apa yang 

dirumuskan dalam tindak pidana pembunuhan dengan kata lain perbuatan 

tersebut memenuhi rumusan delik pidana. 

Pembunuhan dengan demikian karena melakukan apa yang dilarang oleh 

undang-undang. Maka ia wajib bertanggung jawab. 

Para sarjana telah berusaha mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan 

pembunuhan dari berbagai teori yang menghasilkan tinjauan yang berbeda dan 

hasil pandangan yang berbeda pula sehingga menimbulkan banyak teori. 

Faktor-faktor timbulnya kejahatan pembunuhan menjadi tujuh faktor yaitu : 
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a) Faktor Keluarga 

 

Keadaan keluarga cukup menentukan akan pembentukan watak 

dan pribadi seseorang. Karena dalam kenyataan waktu seseorang sebagian 

tersita dilingkungan keluarga terutama kanak-kanak yang berbeda 

hidupnya akan diwarnai oleh lingkungan keluarga sebab sipelaku akan 

senantiasa meniru keluarga missal bila si anak dibesarkan dilingkungan 

penjudi, maka anak yang bersangkutan akan cenderung menjadi penjudi 

ulung. 

b) Faktor Fsikologis 

 

Faktor fsikologis yaitu yang mempengaruhi individu untuk terlibat 

dalam perilaku sehat, sebagai pikiran dan perasaan individu tentang nilai 

dan pentingnya diri mereka sendiri, yaitu sikap positif atau negartif 

terhadap diri sendiri secara keseluruhan. 

c) Faktor Kepribadian 

 

Faktor kepribadian sebenarnya merupakan suatu fakta yang 

membedakan seorang individu dengan individu lainnya bilamana setiap 

individu manusia tidak memiliki perbedaan kepribadian tersebut tidak 

mungkin kita permasalahkan.
43

 

Kasus Pembunuhan 

 

Pada tanggal 10 desember 2020 hari kamis selepas magrib dirumah orang 

tuanya. Lebih kurang 1 minggu sebelumnya terperiksa sudah susah tidur dan 

lelah. Dua hari terperiksa ditinggal hanya berdua dengan abangnya yang sedang 
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menderita gangguan jiwa. Terperiksa merasa lelah menjaga abangnya karena 

semua anggota keluarga pergi keacara pernikahan adik terperiksa dibungo. 

Setelah orang tua terperiksa ada dirumah, selepas magrib terperiksa 

meminta tolong kepada ayahnya untuk memijitkan pundaknya karena terperiksa 

sangat lelah. Setelah selesai memijat pundak terperiksa, beberapa saat kemudian 

tiba-tiba muncul perasaan bergejolak dihati terperiksa curiga muncul kepada 

ayahnya, terperiksa merasa ayahnya akan membunuh dirinya. Saat itu terperiksa 

merasa jin/iblis yang merasuki dan mengendalikan tubuhnya terperiksa juga 

mendengar bisikan yang menyuruh terperiksa melakukan kejahatan kepada orang 

tuanya. Bisikan itu berkata“tusuklah….tusuklah..” selanjutnya terperiksa pegi ke 

dapur untuk mengambil pisau terperiksa tidak bisa menahan dirinya untuk tidak 

mengambil pisau tersebut. Terperiksa menusuk dada ibunya dan menarik pisau 

tersebut sampai ke daerah perut. Kemudian terperiksa merasa bingung dan tiba- 

tiba terperiksa juga telah menusuk perut ayahnya. Setelah itu terperiksa panik dan 

bingung melihat darah yang berceceran, dan mendengar ayahnya berteriak mintak 

tolong. Terperiksa lalu kabur kerumah kosong yang lokasinya dibelakang rumah 

terperiksa. Terperiksa bersembunyi dibawah kolong rumah, terperiksa merasa 

sangat ketakutan, kebingungan dan tidak berapa lama kemudian tim kepolisian 

datang untuk menangkapnya.
44
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B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana 

pembunuhan ibu oleh anak kandung diwilayah hukum kepolisan resor 

muaro jambi (LP/b-66/XII/2020/Ma.Jambi?SPKT) 

 

Penulis menemukan beberapa kendala tindak pidana pembunuhan oleh anak 

terhadap ibu kandung didesa penyengat olak kabupaten muaro jambi. Tindak 

Pidana kejahatan terhadap jiwa orang yang terjadi pada hari kamis tanggal 10 

Desember 2020 dijalan lintas timur RT 04 Desa Penyengat Olak Kecamatan 

Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah 

hukum Pengadilan Negeri sengeti dan Malpores Muaro Jambi yang patut diduga 

dilakukan oleh tersangka FAHRUROZI Bin M.SAYUTI yang mengakibatkan 

kematian korban bernama M.SAYUTI yang merupakan ayah tersangka. 

Maka terhadap tersagka FAHRUROZI M. SAYUTI patut diduga telah 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUH Pidana Sub 

pasal 351 ayat (1), (3) KUH Pidana dan pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Adapun kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana 

pembunuhan anak terhadap ibu kandung, yaitu bahwa tersangka adalah seseorang 

yang ternyata sakit jiwa nya atau kurang akalnya yang terkena gangguan jiwa. 

Dari hasil pemeriksaan dr. SUSIATI, M.Ked, Sp.K.J., tempat lahir binjai, tanggal 

22 Juli 1975, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan 

Dokter PNS di RS Jiwa Daerah Prov. Jambi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat 

komplek RSJ Jl. Dr. purwadi Km. 9,5 kel. Kenali Besar Kec. Alam Berajo Kota 

Jambi, pendidikan terakhir S-2. 
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Menerangkan : 

 

a. Pada saat diperiksa ahli mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 

serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang 

sebenarnya. 

b. Ahli menjelaskan bahwa ahli memiliki keahlian dibidang kedokteran jiwa 

dan memiliki sertifikat (ijazah) dalam bidang kedokteran jiwa. 

c. Ahli menjelaskan bahwa tersangka Fahrurozi Bin M.Sayutitelah menjalani 

observasi psikiatrik dirumah sakit jiwa Daerah jambi atas permintaan 

penyidik Polres muaro jambi. Observasi psikitrik dilakukan sejak tanggal 17 

Desember 2020 hingga tanggal 30 Desember 2020 dan ahli sudah melakukan 

pemeriksaan terhadap kejiwaan tersangka Fahrurozi Bin M.Sayuti. 

d. Ahli menjelaskan bahwa atas pemeriksaan tersangka Fahrurozi Bin 

M.Sayuti. pihak rumah sakit jiwa daerah jambi telah menerbitkan SURAT 

KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN : (visum et repertum psychiatricum) 

Nomor : S-061/11/DINKES.RSJ-1.1/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang 

ditanda tangani oleh dr.susiati, M.Ked,Sp.K.J selaku pemeriksa dan diketahui 

oleh dokter Firmansyah selaku Direktur. 

e. Ahli menjelaskan bahwa terhadp tersangka Fahrurozi Bin M.Sayuti telah 

dilakukan Observasi psikiatrik dirumah sakit jiwa daerah jambi sejak tanggal 

17 Desember 2020 hingga tanggal 30 Desember 2020.hasil pemeriksaan 

sebagai berikut : 
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1. Anamnesis diperoleh dari : 

 

Autoanamnesia (wawancara yang dilakukan terhadap terperiksa) 

terperiksa mengaku melakukan tindakan kejahatan terhadap kedua orang 

tuanya yang tidak dia sengaja, tidak punya niat untuk melukai ayah dan 

ibunya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Desember 2020 hari kamis 

selepas magrib terperiksa meminta tolong kepada ayahnya untuk memijitkan 

pundaknya karena terperiksa sangat lelah. Setelah selesai memijat pundak 

terperiksa, beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul perasaan bergejolak 

dihati terperiksa curiga muncul kepada ayahnya, terperiksa merasa ayahnya 

akan membunuh dirinya. Saat itu terperiksa merasa jin/iblis yang merasuki 

dan mengendalikan tubuhnya terperiksa juga mendengar bisikan yang 

menyuruh terperiksa melakukan kejahatan kepada orang tuanya. Bisikan itu 

berkata “tusuklah….tusuklah..” selanjutnya terperiksa pergi ke dapur untuk 

mengambil pisau terperiksa tidak bisa menahan dirinya untuk tidak 

mengambil pisau tersebut. Terperiksa menusuk dada ibunya dan menarik 

pisau tersebut sampai ke daerah perut. Kemudian terperiksa merasa bingung 

dan tiba-tiba terperiksa juga telah menusuk perut ayahnya. Setelah itu 

terperiksa panik dan bingung melihat darah yang berceceran, dan mendengar 

ayahnya berteriak mintak tolong. Terperiksa lalu kubur kerumah kosong yang 

lokasinya dibelakang rumah terperiksa. Terperiksa bersembunyi dibawah 
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kolong rumah, terperiksa merasa sangat ketakutan, kebingungan dan tidak 

berapa lama kemudian tim kepolisian datang untuk menangkapnya.
45

 

Terperiksa pernah mengatakan pernah dirawat di RSJ Jambi dua tahun 

yang lalu selama 20 hari. Ayahnya yang membawa terperiksa ke RSJ dengan 

dirantai dan ayahnya pula yang menjemput terperiksa keluar dari RSJ. 

Terperiksa merasa kesal dengan ayahnya (bicara dengan wajah tanpa 

ekspresi dan datar saja). Pulang dari RSJ terperiksa rutin makan obat dan 

mengatakan ingin berhenti total berusaha sembuh hanya dengan bekerja saja, 

terperiksa merasa tidak mengalami gangguan jiwa ( bicara dengan wajah 

yang datar). Perasaan curiga terhadap ayahnya muncul kembali, terperiksa 

merasa yakin ayahnya akan membunuh dirinya. Susah tidur pun dirasakan 

terperiksa hampir setiap malam. Menurut terperiksa ayah dan dirinya sering 

bertentangan terperiksa mengatakan sangat menyesal dan sedih telah 

melakukan perbuatan tersebut (dengan wajah datar tanpa ekspresi). 

2. Hasil pemeriksan dan observasi psikiatrik : 

 

Kesadaran baik (sadar), penampilan kurang rapi, perawatan kurus, 

sikap terhadap pemeriksa kooperatif, kotak mata : dijumpai, perilku 

hipoaktif, pembicaraan lancar, nada pelan, pertanyaan yang diajukan dijawab 

dengan ekspresi wajah yang datar, alam perasaan datar, emosi : labil, daya 

ingat : baik. Pada isi pikiran terdapat waham (isi pikiran berupa keyakinan 

yang tidak perasaan curiga dengan ayahnya dan merasa yakin dicintai orang 
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lain. Persepsi : halusinasi dijumpai pada saat kejadian. Selama diruangan 

observasi RSJ terperiksa tampak tenang, banyak diam dan termenung. 

3. Hasil pemeriksaan fisik : 

 

Pemeriksaan internistik dan neurologis dalam batas normal 

 

4. Pemeriksaan penunjang : 

 

Pemeriksaan MMPI : terperiksa memiliki cara berpikir dan perilaku dan 

perilaku yang aneh. Saat ini mengalami stress sedang dan kecurigaan tinggi. 

Cenderung bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Cenderung sensitip 

terhadap kritikan. Konsentrasi dan memori terperiksa terganggu. 

Hasil pemeriksaan psikolog : terperiksa mengalami gangguan jiwa 

Skizofrenia, impulsife dan depresi. Internistik dan neurologis dalam bata 

normal. 

 

Kesimpulan : 

 

Pada saat diperiksa, didapatkan adanya gejala gangguan jiwa berupa 

Skizofrenia, yaitu suatu gangguan jiwa berat yang ditandai dengan adanya 

nilai realitas yang terganggu. Tindakan penganiayaan dilakukan akibat 

gangguan jiwa. Terhadap peristiwa ini teroeriksa menunjukan unsur-unsur 

ketidak mampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, karena 

perbuatannya dilator belakangi oleh pengaruh gangguan jiwanya. Terperiksa 

tidak mampu memahami nilai resiko tindakannya, tidak mampu 
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memaksudkan tujuan tindakannya secara sadar, dan terperiksa tidak mampu 

mengarahkan kemauan dan perbuatannya.
46

 

Dalam dugaan perkara Tindak Pidana kejahatan terhadap jiwa orang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUH Pidana Sub Pasal 351 ayat (3) 

KUH Pidana yang terjadi pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020 dijalan 

lintas timur RT 04 Desa Penyengat Olak Kecamatan Jaluko Kabupaten 

Muaro Jambi atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Sengeti dan Polres Muaro Jambi Kejahatan tersebut patut diduga 

dilakukan oleh tersangka FAHRUROZI Bin M.SAYUTI yang 

mengakibatkan kematian korban bernama ERMAYATI yang merupakan ibu 

kandung tersangka. Selain itu tersangka FAHRUROZI Bin M.SAYUTI juga 

mengniaya korban bernama M. SAYUTI yang merupakan ayah tersangka. 

Terhadap tersangka dilakukan penahanan dirumah tahanan Polres 

Muaro Jambi sejak tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan surat perintah 

penahanan Nomor : SP.Han/59/I/Res.1.7/2020 tanggal 12 Desember 2020 

dan telah diperpanjang dengan surat perpanjangan penahanan dari kejari 

Muaro jambi Nomor : TAP-02/L.5.19/Epp.1/01/2021 tanggal 11 januari 

2021.
47

 

Akibatnya tersangka tidak bisa menanggung jawbkan perbuatannya 

dikarenakan adanya gangguan jiwanya atau kurang akalnya maka penahanan 

diberhentikan. 
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PENGHENTIAN PENYIDIKAN: 

 

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang 

bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan 

terhadap tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tidak pidana 

atau penyelidikan dihentikan demi hukum, sehingga penyidikan atas perkara 

tersangka dihentikan. 

1. Surat Kalpores Muaro Jambi : SPDP/72/XII/Res.1.7/2020, tanggal 12 

Desember 2020 perihal pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan perkara atas 

nama tersangka Fahrurozi Bin M.Sayuti. 

2. Resume singkat hasil penyidikan perkara tindak pidana kejahatan terhadap jiwa 

orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUH Pidana Sub pasal 351 ayat 

(3) KUH Pidana dan Pasal 44 ayat (3) UU RI. Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Dasar : Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal 109 ayat (2) KUHAP Pasal 16 ayat (1) huruf 

h UU RI No.2 Tahun 2002. 

Memutuskan : 

 

1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama 

 

Nama : FAHRUROZI BIN M.SAYUTI 

 

Tempat/tgl lahir : Penyengat olak, 19 Januari 1983 

Umur : 37 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam 

Warga Negara : Indonesia 
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Pekerjaan : Belum/tidak bekerja 

 

Alamat : RT 04 Desa Penyengat Olak Kecamatan Jaluko 

Kabupaten Muaro Jambi 

2. Memberithukan penghentian penyidikan kepada kepala kejaksaan Negeri 

Muaro Jambi, serta pihak-pihak yang terkait. 

3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan 

kepada yang berhak. 

4. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 April 2021 Malpores 

Muaro Jambi.
48

 

Hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternyata tidak terdapat cukup 

bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau karena 

hal-hal sebagaimana diatur dalam undang-undang, penyidikan dihentikan demi 

hukum, untuk itu perlu dikeluarkan surat perintah ini. Nomor : SP. 

SIDIK/283.b/V/RES.1.7/2021. Pasal 1 butir 2, pasal 7 ayat (1), huruf I, Pasal 109 

ayat (2) KUHAP. Pasal 16 ayat (1) huruf h undang-undang No.2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan Polisi Nomor : LP/B- 

66/XII/2020/Ma.Jambi/SPKT, Tanggal 11 Desember 2020 atas nama pelapor 

Sahrudi Bin m.Sayuti. Surat ketetapan Kalpores muaro Jambi Nomor : 

S.TAP/31/IV/RES.1.7/2021, tanggal 21 April 2021 tentang penghentian 

penyidikan. 



49
Wawancara, Aipda HE.Terigan, Kanit I Tindak Pidana Umum Malpores Muaro Jambi, 

Hari Senin Tanggal 08 Juni 2021, Jam. 12.40 Wib 

61 

 

 

 

Diperintahkan kepada penyidik./ppenyidik pembantu : 

 
1. YOGA PRAWIRA MUKTI, S.Tr.K. IPDA NRP 96101262 

2. H.E. TARIGAN AIPDA NRP 79020527 

3. MARTIN HADI AIPDA NRP 77120838 

4. A. GULO AIPDA NRP 84030040 

5.  GANI RAFAEL BRIPTU NRP 95040218 

 

Untuk : 

 

1. Meghentikan penyidikan karena sebab sesuai dengan ketentuan undang- 

undang penyidikan dihentikan demi hukum dimana tersangka mengalami 

gangguan jiwa berupa skizofrenia yaitu suatu gangguan jiwa berat berdasarkan 

Surat Keterangan Ahli Kedokteran (visum et repertum psychiatricum) Nomor 

: S-061/11/DINKES.RSJ-1.1/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas nama 

tersangka Fahrurozi Bin M.Sayuti yang ditanda tangani oleh dr.M. 

Firmansyah selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. 

2. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. 

 

3. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. 21 April 2021.
49

 

Rujukan : 

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP. 

 

b. Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

c. Surat Pemberitahuan Dimulanya Penyidikan Nomor : SPDP/72 
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d. Surat ketetapan Kalpores Muaro Jambi Nomor : S. TAP/31/IV/RES/1.7/2021, 

tanggal 21 April 2021 tentang Penghentian Penyidikan. 

e. Resume hasil penyidikan tanggal 08 februari 2021 (sebagaimana terlampir) 

 

Dengan ini diberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal 20 april 2021 

penyidikan dugaan perkara tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUH Pidana Sub psal 351 ayat (3) KUH 

Pidana dan pasal 44 ayat (3) UU RI. Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan Dalam rumah tangga tersebut telah dihentikan demi hukum dimana 

tersangka mengalami gangguan jiwa berupa Skizofrenia yaitu suatu gangguan 

jiwa berat berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN (visum 

et Repertum Psychiatricum) Nomor : S-061/11/DINKES.RSJ-1.1/2021 tanggal 04 

januari 2021 atas nama tersangka Fahrurozi Bin M.Sayuti yang ditanda tangani 

oleh dr. Susiati, M.Ked,Sp.K.J selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr.M. 

Firmansyah selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. 

SURAT PERINTAH PENGELUARAN TAHANAN Nomor : Sp. Han / 

59.e / IV / Res.1.7/2021 

1. Bahwa jangka waktu penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang 

lagi, sehingga demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan atau 

bahwa kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi dan tidak ada kekhawatiran 

tersangka akan melarikan diri atau akan merusak/ menghilangkan barang bukti 

dan atau mengulangi tindak pidana. 

2. Maka dipandamg perlu untuk mengeluarkan Surat perintah ini. 
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Dasar : 

 

1. Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf j, pasal 11, pasal 24 ayat (3) dn (4) dan 

pasal 29 ayat (6) KUHAP 

2. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 

 

3. Laporan Polisi Nomor : LP/B-66/XII/2020/Ma.Jambi/SPKT, Tanggal 11 

Desember 2020 atas nama pelapor sahrudi bin m.sayuti. 

4. Surat perintah Penahanan Nomor : SP.Han/59/XII/Res.1.7/2020, tanggal 

12 Desember 2020. 

5. Surat perpanjangan penahanan dari kejari muaro jambi nomor : Tap- 

02/L.5.19/Epp.1/2021 tanggal 11 Januari 2021. 

6. Surat perpanjangan penahanan dari ketua PN sengeti Nomor : 

5/Pen.pid/2021/PN Snt tanggal 15 Maret 2021. 

7. Surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SP. Sidik/283.b/IV/RES 

1.7/2021/ tanggal 21 April 2021. 

Dari penahanan diruang tahanan Polres Muaro Jambi terhitung sejak 

tanggal dikeluarkannya surat perintah ini. Membuat berita acara pengeluaran 

tahanan. Pada hari rabu tanggal 21 April 2021.
50
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C. Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk Menananggulangi tindak pidana 

pembunuhan ibu oleh anak kandung diwilayah hukum kepolisan resor 

muaro jambi (LP/b-66/XII/2020/Ma.Jambi?SPKT) 

 

Berdasarkan penelitian yang penulis peroleh dari narasumber dan fakta 

yang terjadi dapat disimpulkan upaya yang menanggulangi Tinjauan 

Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Telah 

di SP3. 

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain peal policy, criminal policy, atau strafrechtspotiek 

adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum 

pidana. Secara rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam 

rangka menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Secara 

rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintregasikan satu dengan yang lainnya. 

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu didalam 

masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita- 

citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni mengendaki kerukunan dan 

perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak 

pidana akan akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan 

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai 
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kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuata dilihat dari segi masyarakat 

menunjukan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan. 

Dan penulis juga meminta ketearngan kepada bapak AIPDA HE 

TARIGAN selaku Kanit 1 Malpores Muaro Jambi mengatakan upaya yang 

harus dilakukan untuk menanggulangi Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana 

Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Telah di SP3, adalah dengan 

sepulang nya pelaku pembunuhan itu nanti akan dibuat rumahnya seperti 

kamar sel, untuk menjaga masyarakat disekitarnya agar tidak tergangguan dari 

pelaku pembunuh tersebut.
51
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian di bab IV (empat) diatas, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan ibu oleh 

anak kandung diwilayah hukum kepolisisan resor muaro jambi yaitu : 

pertama adanya gangguan jiwa atau kurang akalnya terhadap tersangka 

pelaku pembunuhan itu yang menyebabkan terjadi pembunuhan terhadap 

ibu kandung nya. Kedua adanya perasaan curiga tersangka terhadap 

korban yang ingin membunuh tersangka hingga tersangka dengan cepat 

melakukan tindakan kejahatan terhadap korban. Ketiga adanya jin/iblis 

yang mengikuti tersangka dan membisikan tersangka untuk melakukan 

pembunuhan terhadap ibu dan ayah tersangka. 

2. Kendala yang dihadapi oleh tindak pidana pembunuhan ibu oleh anak 

kandung diwilayah hukum kepolisian resor muaro jambi yaitu ; 

diberhentikan penahan terhadap tersangka karena tidak bisa dilakukan 

penahanan terhadap orang yang jiwa nya terganggu atau kurang akalnya. 

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Muaro 

Jambi telah mengeluarkan surat Perintah Pengeluaran Penahan terhadap 

tersangka Fahrurozi Bin M.Sayuti. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana 

pembunuhan ibu oleh anak kandung diwilayah hukum kepolisian resor 
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muaro jambi , pertama malpores bekerja sama untuk merujuk si pelaku ke 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi untuk menjalani perawatan yang baik. 

Kedua Malpores masih mengecek dan memantau keadaan pelaku sampai 

tiba pulang kerumah. Ketika sepulang pelaku dari Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Jambi rumah pelaku akan dibuatkan seperti kamar sel. 

 

B. Saran 

 

1. Karena pelaku dipindahkan di SRJ dan akan sepulang dari RSJ akan 

dibuat rumah seperti penjara dirumahnya maka dari itu tetap 

berwaspada atas kelakuan tersangka Karen menggangu masyarakat 

disekitarnya. 

2. Harus benar-benar sehat untuk jiwanya baru bisa dipulangi karena dari 

itu masyarakat tidak ketakutan terganggu oleh tersangka. 

3. Perlu adanya pengecekan dan pantauan untuk pelaku, yang selalu 

dipantau untuk mengetahui keadaannya pelaku, beri rasa nyaman 

masyarakat atas terjamin sehatnya jiwa pelaku yng selalu ditakutkan 

masyarakat . 
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